
 
 

 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 
 

NOMOR   2   TAHUN  2007 

 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN BARANG DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

  

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 

Menimbang        :  a.  bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang 
daerah dalam rangka pelaksanaan pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Papua Barat; 

  
b. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penunjang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat harus dikelola secara tertib agar dapat memberikan 
manfaat yang optimal, berhasil guna dan berdayaguna bagi 
kepentingan daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu  

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang 
Pengelolaan Barang Daerah; 

 
 
Mengingat          : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria ((Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 2043); 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 2907);  
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3041)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3890); 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3852); 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, 
Daerah abupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya dan Daerah Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3894);  

 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001  

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4151); 

 
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4286); 

 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4286); 

 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab  
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan  Daerah  menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4548 ); 

 
 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 

Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994  
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3573); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan 

Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat 
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4037); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);  

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanagn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609);  

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama 

Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4718); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4741); 

 

 

 

 

 

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4330) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa ali terkhir dengan ; 

24. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Rumah Negeri; 

25. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan 
atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang 
Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri. 

 
26. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 

 

27. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah; 

 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Barang Daerah yang dipisahkan; 

 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1974 tentang Tata 
Cara dan Tata Tertib Penggunaan, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
Dinas dalam Lingkungan Kantor-Kantor Pemerintahan di Daerah; 

 

31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2000 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 
Negara pada Departemen yang dihapus/digabung / diubah statusnya; 

 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistim 
Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA); 
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33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor 
Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten / 
Kota; 

 

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

 

35. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 sampai 
dengan 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 

 

dan 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan     :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG 
DAERAH. 

 

BAB  I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :  

 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republi Indonesia 
yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


